
BUPATI HALMAHERA BARAT

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 

'1 
TAHUN 2422

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PENG^ABUTAN SANKST ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

diperluian suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyeienggara

Jaminan Sosialtentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan SanksiAdministrasi
Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Keria Selain

PenYelenggara Negara;
b. bahwa UeiOasarfan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan

SanksiAdministratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja

Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomoi e3 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah*
daerali Swatantra Tingkat ll Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;
Z. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang -

Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara,

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4279):
Undang - undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Negara
( Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456 );
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (LemOaian Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Reuhtik lndoesia Nomor 5256 );
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2A15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lneionesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negana

Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5a94;
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9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria ( Lembaran Negara

nepuniif lndolesia Tahun 2A2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2O22tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang' Nomoi 12 \ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;
12. peratwan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar

Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaga Negara Republik

lndoneiia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5473);
18. peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan

S*tirp Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerka dan Penerima Bantuan luran Dalam
penyelenggira Jaminan Sasial ( Lemharan Negara Republik lndonesia Tahun

Z01i Noffr 2BB Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5481);

14. peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaan Program

Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian { Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5714 ) sebagaimana telah diubah dengan Peratr{a1 Pemerintah

Nomor BZ Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2015 Nomor tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian ( Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5715 );

15. peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Pensiun ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

155, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);

16. peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Hari Tua ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

156, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5716 )

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan. Pemerintah

Nom6r 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun2015 tentang Fenyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ( Lemharan

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5730);
17. peiaturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik lndinesia Ta.hun 2021

Nomor 47, Tamblhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6649);

1g. peraturan Pnesiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

19. peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penahapan Kepesertaan

Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 253 );
20. peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 165)l sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64

tahun2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun

2018 tentang Jaminan Kesehatan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2020 Nomor 130 );
2l.peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara

pengenaan dan Pencabutan Sangsi Administrasi Tidak Mendapat Pelayanan
puhlik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara { Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 503 );

22. Peiaturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Keputusan Dalam

Penyelen g garaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ;

23. Peraturan Baaan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019

tentang Tata Cara dan Makanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas
Keputrisan Pemberi Kerja Salain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain
pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan.,
24. peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang

perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

._x.



25. peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga Atas ieraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PEI.AYANAN PUBLIK TERTENTU

BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYENGGARA NEGARA DAI3M

PENYELENGARAAN JAMINAN SOSIAL'

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan :

i. Daer:ah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

3. Bupatiadalah Bupati Halmahera Barat;
4,. Saiuan Kerja perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerlntah daeral.i selaku p"ngria anggaianlpenguna barang yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah;
5. Janiinan Sosial adjiah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju

terwujudnya masyarakat yang sejatra, adildan makmur ;

6. Badan pdnveenlgara .Jlmiian 
-Sosial, 

yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum

yang dibentuf uniut< menyelengg_arakan program jaminan sosial;

T. ilaoin nenyeenjgara dminai-sosiat (esenatari, yang disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan

Hukum publik VIig Oerada dibawah dan bertanggung jawab pPaOa Presiden yang dibentuk

berdasarkan Unoais-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

sosial u ntu k menyelen g garakan prog ram jam i nan kesehatan ;

g. Badan penyelenggari-Jaminan Sosial- Ketenagakerjaan, ya.!g se,lanjutnya disingkat BPJS- 
ketenagakerjaan llaun Badan Hukum Publik ying berada dibawah dan bertanggung jawab

kepadipresiuen yang dibeniuk bedasarkan Undang-UndanE Nomar 24 Tahun 2011 tentang

Badan penyelenggar;.Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan progfm jaminan Kece-lakaan

Kerja, Jaminan jiari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan

Pekerjaan;
g. peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

lndonesia, yang telah membayar luran ;

10. pekerja aoatati setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam

bentuk lain;
11. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah;

a. Orang peisekutuan, atau naoin hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan

bukan miliknya;
12. Orang persekutuan, atau badan hukum yang berada di lndonesia mewakili perusahaan

sebalaimana dimaksud nomor 11 huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah

lndonesia.
13. Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (.tiga ) orang.

14. Gaji atiu Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

imbalan dari pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatin, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

irerierj'a dan keluarganya atas suatu pekerjaan danlatau biasa yang telah atau akan dilakukan.

t5. Sankii Administratlf tioar Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan

oleh unit pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang

tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

16. perizinan Berusaha adatah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulaidan

menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan

dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen'

17. pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara

teriniegrasi dalam satu kesatuan proies dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
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,tg. pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan publik sesuai lengan peraturln perundang-undangan bagi setiap orang

atau perusanaan yang bisediakan oleh pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang

sejenisnya.
{g. unit pelayanan publik Tertentu adalah unit yang melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka

lemenunan kebutuhan pelayanan publik s9-suai dengan peraturan _perundang-undangan 
bagi

setiap orang atau perusirnain yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda

daftar, atau yang sejenisnYa.
20. penyelenggira ft"glr" adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

yudikatif, ?an peia-Uat lain yang iungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara

fuegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. peiyelenggara Keienagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan

sesuai aengan fungsi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan dan

pengawasan.
ee. benlawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam

jahaian fungsionalFengiwas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

23. Fetugas pJmeriksa iatah pegawai BPJS Ketenagakerjaan da1 Pegawai BPJS Kesehatan yang

dian{kat oleh Direksi yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki

legitimasi untuk mitaxuxan 
"pengawasan dT pemeriksaan atas kepatuhan dalam

penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam

mewajibkan pemberi Kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekeda sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan serta tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam

penyelenggaraan program jaminan sosial.

{Zt peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembeil kerja dalam kewajiban

mendaftarkan dirinya dan pekerja ke dalam program jaminan sosial melalui BPJS

ketenagakerjaan daniatau BPJS Kesehatan'

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang tata cara pengenaan sanksi

administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan jaminan

sosial, meliputi:
1. sanksiadministratif;
2. mekanisme pengenaan sanksi administratif; dan

3. mekanisme pencabutan sanksiadministratif.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Sanksi Administratif meliPuti:

1. teguran tertulis;
2. denda, dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 5

pemberi Kerja Selain penyelenggara Negara dikenai SanksiAdministratif Tidak Mendapat Pelayanan

Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan:

,,
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1.

2.

pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial;
pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan

sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang,

selain pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan

Sosial;
pasal 5g ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
pasal 34 peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program

Jaminan Pensiun;
pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Hari Tua;
pasal 46 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan : dan/atau ;

pasal 6 peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang

perubahan Kedua atas peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

dan
Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan

program Jaminan Sosial.

BAB V
MEKANISME PENGENMN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

pemberi Kerja Selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dikenai sanksi teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) harikerja oleh BPJS Ketenagakerjaan dan/atau BPJS Kesehatan

Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari keria sanksi teguran tertulis

pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, BPJS Ketenagakerjaan

dan/atau BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10

(sepuluh) harikerja
Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir,

pemberi keria tidak melaksanakan kewajibannya.

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu

persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis

kedua berakhir.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan

pembayaran iuran bulan berikutnya.

Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4i tidak disetor

lunas, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dikenai Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan

Publik Tertentu.

Pasal 7

pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.

Unit Pelayanan PublikTertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Barat; dan
b. OrganisasiPerangkat Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah Mendapat Surat Permohonan Pengenaan

Sanksi atas:
a. Permintaan dari BPJS Ketenagakeriaan;
b. Permintaan dariBPJS Kesehatan; atau

8.

(1)

(2)

(3)

(4)

aJ-

4.

6.

7.

(s)

(6)

(1)

(2)

i3)
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c. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan

(4) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan setelah

berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melampirkan :

a. ldentitas Pemberi Kerja:

b. Surat Teguran Tertulis Pertama;

c. Surat Teguran Tertulis Kedua; dan

d. Surat Pengenaan Sanksi Denda.

tS) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan setelah berkoordinasi

dengan BPJS Ketenagakerjaan danlatau BPJS Kesehatan.

(6) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan Kepada Pemberi Kerja

Selain Penyelenggara Negara meliputi ;

a. Perizinan berusaha

b. lzin yang diperlukan dalam mengikutitender proyek

c. tanda daftar atau yang sejenisnya

(T) Unit pelayanan publik Tertentu menerbitkan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik

tertentu kepada pemberi kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan dan/atau

surat rekomendasi diterima.

(g) sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diberikan sampai pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5.

Pasal I

Dalam hal Unit pelayanan Publik Tertentu telah mengenakan SanksiAdministratif Tidak Mendapatkan

pelayanan publik Tertentu, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan/atau Pengawas

Ketenagakerjaan memonitor pelaksanaannya secara periodik setiap bulan'

BAB VI

MEKANISME PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemkri

Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik

Tertentu atas:
a. Pemintaan dari BPJS Ketenagakerjaan;

b. Pemintaan dariBPJS Kesehatan; atau

c. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak

Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS

Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik

Tertentu, dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sesuai

dengan kebutuhan.

(1)

{2)

,x
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1{

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di :Jailolo
pada tanggal : o\ 49uStlt9 2A22

BUPATI HALMAh{ERA BARAT,

JAMES UANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

MUHAMMADEYARIL ABDUL RAJAK

TAHUN 2022 NOMOR....*BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Satinan sesuai dengan aslinYa

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Asisten. Bid. Ekonomi & Pemb

Plt.Kabag Kesra & Tenaga Kerja

Kabag Hukum & Orgs

Diundangkan diJailolo
Pada talggal ob 4gu9tttS 2a22

30128 200604 1 009

,^

LALOMO. SH,LL.M


